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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran masyarakat desa Singamerta terhadap

perceraian melalui sidang penghadilan masih rendah, hal

ini berdasarkan data dan wawancara penulis dengan

informan di lapangan yang masih banyaknya masyarakat

yang bercerai tetapi tidak sesuai dengan prosedur dan tata

cara perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Perceraian yang dilakukan oleh sebagian

masyarakat desa Singamerta hanya melibatkan pihak

suami istri dan keluarga kedua belah pihak untuk

mengucapkan ikrar talak suami kepada istrinya tanpa

mengajukannya ke pengadilan sebagai lembaga yang

berwenang.

2. Faktor yang mempengaruhi masyarakat desa Singamerta

terhadap perceraian melalui pengadilan diantaranya:
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a. Faktor kesadaran hukum, masyarakat yang bercerai

tidak melalui pengadilan lantaran kurangnya

pemahaman masyarakat akan pentingnya bercerai di

pengadilan.

b. Faktor pengaruh hukum agama, kuatnya pemahaman

masyarakat terhadap hukum agama yang mana

menurut anggapan masyarakat, cerai sudah sah jika

kata talak sudah di ucapkan suami kepada istrinya

yang dimana menurut mereka tolak ukur sahnya cerai

adalah kata talak yang diucapkan suami kepada

istrinya.

c. Faktor Biaya Perkara di Pengadilan, biaya

persidangan dan biaya oparesional yang tidak sedikit

menjadi salah satu penyebab sebagian masyarakat

melakukan perceraian lantaran ketidakmampuannya

secara finansial ditambah dengan banyaknya

kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, sehingga

masyarakat memilih untuk bercerai tidak melalui

pengadilan.
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B. Saran-saran

1. Rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum

masyarakat menjadi salah satu sebab terjadinya

perceraian tanpa melalui pengadilan, hal ini

mengakibatkan kurangnya mereka memfungsikan

lembaga pengadilan secara efektif ketika berhadapan

dengan masalah-masalah perkawinan khususnya

perceraian. Oleh karena itu, diharapkan kepada

lembaga-lembaga yang berwenang seperti Pengadilan

Agama dan kantor urusan agama untuk memberikan

penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat

secara komprehensif terkait prosedur perceraian yang

sesuai dengan peraturan perundang-undagan.

2. Bagi masyarakat desa Singamerta, penyelesaian

masalah perceraian sebaiknya di selesaikannya

melalui sidang pengadilan, hal ini bertujuan untuk

melindungi hak-hak dan kewajiban masing-masing

pihak.
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3. Bagi para akademisi, supaya mengkaji lebih dalam

hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, agar

tidak hanya praktisi hukum saja yang lebih menghiasi

hukum perkawinan di Indonesia. Dan melakukan

simulasi pelatihan lainnya lebih ditingkatkan.
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INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala Desa:

1. Bagaimana sejarah desa Singamerta?

2. Berapa jumlah penduduk desa Singamerta?

3. Bagaimana kondisi sosiografis, dan kegiatan yang ada di

desa Singamerta?

B. Ketua RT dan penghulu desa:

1. Apakah bapak mengetahui kasus perceraian yang ada di

wilayah bapak?

2. Bagaimana proses perceraian yang dilaksanakan oleh

mereka yang bercerai?

3. Apa faktor masyarakat desa Singamerta yang bercerai

tanpa melalui pengadilan?

4. Bagaimana tanggapan bapak terkait kasus perceraian

tersebut?

5. Apakah perceraian yang dilakukan tanpa melalui

pengadilan sudah menjadi kebiasaan di wilayah bapak?
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6. Apakah di desa ini pernah ada sosialisasi tentang

penyuluhan hukum?

C. Pelaku perceraian:

1. Apakah pernikahan anda secara resmi tercatat di KUA?

2. Berapa lama usia pernikahan bapak/ibu?

3. Kenapa bapak/ibu memilih jalan untuk bercerai?

4. Bagaimana proses cara bapak/ibu bercerai?

5. Apakah ada saksi dalam pelaksanaan perceraian

bapak/ibu?

6. Mengapa bapak/ibu memilih bercerai tanpa melalui

sidang di pengadilan?

7. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang peraturan

perceraian yang mengharuskan bercerai melalui sidang di

pengadilan?


